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ABSTRAK

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN
WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING
(Studi Empiris UPT.Samsat Bangkinang)

SULFI RAHYU SALSABILA
NIM : 12070322350

Skripsi ini bertujuan mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran
wajib paja dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor
dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian adalah 442.941 wajib pajak
kendaraan bermotor di kantor Samsat Bangkinang. Jumlah sampel adalah 82
wayjib pajak. Teknik pengambilan sampel adalah Non probability sampling yaitu
sampling incidental. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan
kuesioner. Analis data yang digunakan adalah Struktural Equation Modeling
(SEM). Dari hasil uji hipotesi penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi
perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, kesadaran wajib
pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh
terhadap penerimaan pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,
kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dan
kepatuhan wajib pajak tidak mampu memediasi sosialisasi perpajakan, kesadaran
wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk nilai R?
menunjukkan kontribusi seluruh variable eksogen dalma menjelaskan variabel
endogen sebesar 41,3% selebihnya 58,7% dijelaskan oleh variabel lain. Untuk
kontribusi seluruh variabel eksogen dalam menjelaskan variabel intervening
sebesar 41,1% selebihnya 58,9% dujelaskan oleh variabel lainnya.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak,
Penerimaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TAX SOCIALIZATION, TAXPAYER
AWARENESS AND TAX SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE
TAX REVENUE WITH TAXPAYER COMPLIANCE AS AN
INTERVENING VARIABLE
(Empirical Study of UPT.Samsat Bangkinang)

SULFI RAHYU SALSABILA
NIM : 12070322350

This thesis aims to determine the effect of tax socialization, taxpayer awareness
and tax sanctions on motor vehicle tax revenue with taxpayer compliance as an
intervening variable. This research uses quantitative methods. The research
population is 442,941 motorized vehicle taxpayers at the Bangkinang Samsat
office. The sample size was 82 taxpayers. The sampling technique is Non
probability sampling, namely incidental sampling. Data collection is done by
distributing questionnaires. The data analysis used is Structural Equation
Modeling (SEM). From the results of the hypothesis test this study shows that tax
socialization has no effect on tax revenue, taxpayer awareness affects tax revenue,
tax sanctions have no effect on tax revenue, tax socialization affects taxpayer
compliance, taxpayer awareness affects taxpayer compliance, tax sanctions have
no effect on taxpayer compliance, taxpayer compliance has no effect on tax
revenue, and taxpayer compliance is not able to mediate tax socialization,
taxpayer awareness and tax sanctions on tax revenue. For the R2 value, it shows
the contribution of all exogenous variables in explaining the endogenous variable
of ~41.3%, the remaining 58.7% is explained by other variables. For the
contribution of all exogenous variables in explaining the intervening variable of
41.1%, the remaining 58.9% is explained by other variables.

Keywords: Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Revenue,
Taxpayer Compliance.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
adalah ““ kontribusi wajib pajak Daerah yang terutang orang pribadi atau badan
yang bersifat paksaa sesuai Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah dan kemakmuran rakyat”.
Menurut penelitian (Hakim, 2021) pajak daerah adalah pemindahan harta dari
rakyat kepada pemerintah untuk mendanai pengeluaran rutin untuk pembangunan.
Menurut (Arrighi et al., 2022) pembangunan yang dimaksud yaitu seperti biaya
biaya kesehatan , pendidikan, infrastruktur, atau biaya subsidi lainnya yang
berhubungan dengan pajak. Semakin besar anggaran yang dibutuhkan untuk
pembangunan, maka semakin besar kebutuhan pemerintah dalam hal penerimaan
pajak.

Menurut penelitian (Novien Rialdy, 2022) sumber pendapatan terbesar
pajak adalah salah satunya pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 12 Pajak Kendaraan Bermotor
adalah pajak atas memilikan dan /atau menguasai kendaraan bermotor. Menurut
(Hartanti et al., 2020) kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda
serta gandengannya yang berguna disemua jenis jalan dan bergerak dengan alat
teknik yang berupa motor atau lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber

daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yanag bersangkutan,



termasuk alat-alat berat atau besar yang saat operasinya menggunakan roda dan
motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang
beroperasi di air. Menurut (Ni Putu Intan Milania, 2023) jumlah kepemilikan
kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seperti yang kita
lihat sehari-hari seluruh kegiatan diluar rumah masyarakat hampir menggunakan
kendaraan bermotor seperti anak-anak berangkat kesekolah sudah menggunakan
kendaraan bermotor, berangkat kekantor, gojek, dll. Bahkan dalam satu keluarga
saja ada 3 sampai 4 kendaraan bermotor. Melihat hal tersebut diharapkan
penerimaan pajak dapat meningkat.

Bedasarkan kutipan dari (Binis.com, Pekanbaru) pada tahun 2021-2022
penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun masih
berada dibawah target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Provinsi Riau mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dari sektor kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Riau berjumlah 952,6
miliar sedangkan target yang harus dicapai senilai RP.1,3 triliun lebih. Sedangkan
pada saat ini berdasarkan data dari BAPENDA RIAU (Badan Pendapatan Daerah
Riau) realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi riau berkisar
sebesar Rp. 1.562.550.057.072 sedangkan target realisasi penerimaan pajak
kendaraan bermotor berkisar sebesar Rp.1.527.835.519.943 dengan jumlah
persentasi 102,27%. Jumlah keseluruhan wajib pajak yang telah melakukan
pembayaran pajak kendaraan di Provinsi Riau berjumlah 1.0251.007 kendaraan.

Berdasarkan data tersebut jumlah keseluruan pajak kendaraan bermotor di



provinsi Riau melebihi target yang telah ditetapkan. Menurut (Erawati et al.,
2019) jika tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor akan
berdampa pada sumber dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terpenuhi.
apabila realisasi penerimaan mencapai target yang diharapkan, maka dinilai telah
efektif dan efisien dalam pemungutan pajak.

Penerimaan pajak Badan Pendapatan Daerah Provonsi Riau (BAPENDA
RIAU) tersebut diperoleh dari penggabungan atau setoran penerimaan pajak
kendaraan bermotor dari semua kantor pelayanan pajak kendaraan bermotor yang
terdapat di Provinsi Riau. Namun walaupun jumlah kendaraan bermotor
diprovinsi Riau yang telah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor
terus meningkat sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau
melebihi target, berbeda halnya dengan UPT.SAMSAT Bangkinang yang pada
saat ini penerimaan pajak kendaraan bermotor belum mencapai target realisasi
yang telah di tetapkan. Adapun pada penelitian ini, peneliti berfokus pada kantor
pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPT.SAMSAT Bangkinang. Berikut ini
adalah grafik data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada

UPT.SAMSAT Bangkinang

60,000,000
40,000,000 -
W Target Penerimaan PKB
20,000,000 - M Penerimaan PKB
0 .
2019 2020 2021 2022

Gambar 1.1 grafik data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor



Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
UPT.SAMSAT Bangkinang

Tahun Jumlah Target Penerimaan PKB Persentase
Penerimaan PKB
2019 RP. 43.711.879.901 RP. 43.937.254.256 100,52%
2020 RP. 40.258.850.606 RP. 40.186.353.000 99,82%
2021 RP. 45.105.404.966 RP. 42.658.572.000 94,58%
2022 RP. 48.646.173.094 RP. 44.329.904.580 104,24%

Sumber : UPT.SAMSAT BANGKINANG (2023)

Berdasarkan data diatas untuk realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor pada tahun 2019 penerimaan pajak kendaraan berada diatas target yang
telah ditetapkan. Pada tahun 2020 penerimaan pajak kendaran bermotor
mengalami penurunan sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada
tahun 2021-2022 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan
akan tetapi masih berada dibawah target penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Menurut (Erawati et al., 2019) tidak tercapainya target pajak akan mengakibatkan
sumber dana untuk membiayai pembangunan tidak terpenuhi. apabila realisasi
penerimaan tidak mencapai target yang diharapkan, maka dinilai belum efektif
dan efisien dalam pemungutan pajak. Berdasarkan data dari UPT.SAMSAT
Bangkinang jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di UPT.SAMSAT
Bangkinang berjumlah 447.941 kendaraan. Jumlah kendaraan yang telah
membayar pajak kendaraan bermotor sebanyak 162.067 masih ada 285.874 yang
belum membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut (Rudianti, 2021) banyak
nya wajib pajak yang belum mengerti tentang pajak mengakibatkan wajib pajak
tidak membayar kewajibannya. Berdasarkan fakta dilapangan masih banyak wajib

pajak yang belum mengerti tentang tahap pembayaran pajak dan wajib pajak



tersebut enggan untuk bertanya, dan pada akhirnya wajib pajak tersebut kembali
pulang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan masih belum optimal
sehingga kepatuhan wajib pajak belum baik.

Telah dikatakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan sumber
pendapatan terbesar daerah, dan untuk meningkatkan pendapatan daerah
pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor juga.
Adapun untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor hal yang
harus dilakukan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Menurut (Saputra et al., 2022) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana
wajib pajak pribadi bersedia untuk memenuhi tanggung jawab dalam membayar
pajak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya ancaman dan penerapan
sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut jurnal penelitian (Oktaviani,
2019) penerimaan akan semakin meningkat apabila kepatuhan wajib pajak
semakin baik. Hal ini sejalan dengan jurnal penelitian (Sari et al., 2020) yang
mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan
penerimaan pajak, sehingga apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka
otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat.

Mengoptimalkan sistem perpajakan agar meningkatnya kepatuhan wajib
pajak sehingga penerimaan pajak akan meningkat juga, pemerintah hendaknya
memperbaiki sistem perpajakan dengan memberikan wajib pajak sosialisasi
tentang perpajakan. Menurut (Sari et al., 2020) sosialisasi perpajakan memiliki

tujuan sebagai memberikan informasi terupdate seputar perpajakan. Menurut



(Hartana & Merkusiwati, 2018) sosialisasi perpajakan adalah upaya untuk
memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat tentang
semua hal yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dan perundang-
undangan.

Menurut (Kesawa et al., 2020) faktor-faktor yang mempengaruhi
penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi
perpajakan. Menurut (Hama, 2021) kesadaran wajib pajak adalah keinsafan,
keadaan dimana wajib pajak itu mengetahui atas hal yang dialamai seseorang,
yang dapat timbul dalam diri seorang wajib pajak karena sebagai arahan atas
motivasi untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut
(Rahayu, 2023) dalam pelaksanaan pembayaran pajak kesadaran wajib pajak itu
sangatlah penting karena dengan adanya kesadaraan wajib pajak tersebut sangat
diharapkan nantinya wajib pajak akan mengetahui betapa pentingnya peran pajak
dalam penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan
pembangunan daerah.

Menurut (Syafira & Nasution, 2021) sanksi pajak adalah sebuah akibat atau
dampak dalam melanggar peraturan perpajakan, yang mana pengenaan sanksi
pajak ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Menurut (Dewi et al., 2020) sanksi pajak ini bertujuan untuk mendorong atau
mendukung wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
Sanksi pajak akan terjadi apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap

peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga wajib pajak akan



mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan wajib pajak tersebut.
Dengan adanya sanksi pajak wajib pajak akan berfikir dua kali untuk melanggar
perpajakan.

Menurut (Saputra et al., 2022) dalam penelitiannya mengatakan bahwa
sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga
penerimaan pajak akan meningkat. Sejalan dengan (Milania, 2023) yang
mengatakan bahwa semakin baik pengaplikasian sosialisasi perpajakan maka
kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan penerimaan pajak.
Selanjutnya menurut (Sigalingging, dkk: 2022) kesandaran wajib pajak dan sanksi
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan
pajak akan mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nur, 2020)
yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mengakibatkan
wajib pajak patuh terhadap perpajakan sehingga penerimaan pajak akan
meningkat. Kemudian menurut (Aisyah et al., 2023) sanksi perpajakan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sejalan dengan penelitian
(Sigalingging, dkk: 2022) yang mengatakan dengan adanya sanksi pajak akan
membuat wajib pajak patuh terhadap kewajibannya sehingga penerimaan pajak
akan meningkat.

Namun beda halnya dengan penelitian (Rudianti, 2021) yang mengatakan
bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
sehingga penerimaan pajak tidak akan meningkat. Sejalan dengan penelitian

(Hama, 2021) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh



terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sama dengan penelitian (Nurfaza, 2020)
yang mengatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak. Penelitian (Permana & Susilowati, 2021) mengatakan dalam membahas
kepatuhan dan penerimaan pajak, dapat menambahkan atau menggunakan
variabel penelitian lainnya. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut masih
terdapat kesenjangan dari beberapa penelitian terdahulu, maka dari itu peneliti
ingin melakukan penelitian kembali dengan judul Pengaruh sosialisasi
perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan
pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel

intervening di UPT SAMSAT Bangkinang.

1.2. ldentifikasi Masalah

1.  Rendahnya kepatuhan wajib pajak pada UPT.SAMSAT Bangkinang
untuk membayar pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari besarnya
selisih antara jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di
UPT.SAMSAT Bangkinang dengan jumlah kendaraan bermotor yang
membayar setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam lima tahun
terakhir.

2.  Belum optimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor
UPT.SAMSAT Bangkinang yang dapat dilihat dari target penerimaan
pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan meningkat tetapi realisasi

penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target tersebut.



1.3. Rumusan Masalah

1.

Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak

kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Bangkinang ?

. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Bangkinang ?

. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan

bermotor pada UPT. SAMSAT Bangkinang ?
Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak pada UPT. SAMSAT Bangkinang ?

. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak pada UPT. SAMSAT Bangkinang ?

. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada

UPT. SAMSAT Bangkinang ?

. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Bangkinang?

. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak

kendaraan bermotor melalui kepauhan wajib pajak pada UPT. SAMSAT

Bangkinang?

. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak ?

10. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan

bermotor melalui kepauhan wajib pajak ?



1.4. Tujuan Masalah

1.

10.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan

terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak

terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap

penerimaan pajak kendaraan bermotor

. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak

. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak pada

. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak pada

. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak

terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan

terhadap penerimaan pajak kendaraan melalui kepatuhan wajib pajak

. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak

terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib
pajak
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap

penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak
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1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman peneliti dalam
membuat skripsi, serta menambah pemahaman mengenai judul penelitian
peneliti

2. Bagi Institusi Pendidikan
Menambah referensi dan pemberdayaan skripsi di Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya bagi mahasiswa/mahasiswi
fakultas ekonomi dan ilmu sosial jurusan akuntansi konsentrasi
perpajakan

3. Bagi Pihak UPT.SAMSAT Bangkinang
Dapat memberikan masukkan bagi UPT.SAMSAT Bangkinang
mengenai sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak
dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar tercapainya penerimaan
pajak yang maksimal, sehingga UPT.SAMSAT Bangkinang dapat
mengambil keputusan yang baik untuk kedepannya agar tercapainya
target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT.SAMSAT
Bangkinang.

4. Bagi Pihak Lain
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan
sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya jika ingin melakukan

penelitian yang sama

11



1.6. Sistematis Penulisan

Gambaran secara umum tentang bagian-bagian yang akan di bahas dalam

penulisan penelitian.

BAB |

BAB Il

BAB I

BAB IV

BAB V

: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, identifikasi masalah, perumususan masalah, tujuan

penelitian, dan manfaat penelitian

: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori, kerangka

pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai jenis penelitian, poulasi dan
sampel, jenis sumber data, identifikasi variabel defenisi

operasional variabel dan teknik analisis data.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis penulis dan ecaluasi permasalahan

yang ditemukan dengan menggunakan uji statistik.

: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahsan yang telah
diuraikan diatas, keterbatasan, dan penyampaian saran kepada

pihak yang berkepentingan.
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BAB |1

PEMBAHASAN

2.1, Landasan Teori
2.1.1. Theory of planned behavior

Menurut (Afriyanti, 2021) Theory of planned behavior diartikan seseorang
dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu tergantung kepada
niat yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Menurut (Muklis et al., 2021) Theory
of planned behavior adalah teori yang meramalkan pertimbangan perilaku karena
perilaku dapat dipertimbangkan dan direncanakan. Menurut (Milania et al., 2023)
Theory of planned behavior ini perpendapat bahwa keaktifan individu berasal dari
keyakinan yang sudah ada sebelumnya dalam kemanjuran tindakannya, disertai
oleh respon positif atau negatif tergantung pada terealisasinya atau tidak suatu
keyakinan.

Menurut (Bulan et al., 2020) berdasarkan Theory of planned behavior,

perilaku manusia didasarkan atas tiga jenis pertimbangan yaitu:

1.  Behavioral beliefs yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari
perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan perilaku
menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk.

2. Normatif beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normative orang

lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
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3. Control beliefs, yaitu seberapa besar control terhadap perilaku yang
dimiliki individu untuk menghalangi atau memfasilitasi dalam
menampilkan perilaku.

Relevansi dari Theory of planned behavior dengan penelitian ini adalah
bahwa perilaku patuh atau tidak patuhnya wajib pajak kendaraan bermotor dalam
memenuhi tanggungjawabnya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan
bermotor dipengaruhi oleh niat yang dimiliki atau yang ada pada diri wajib pajak.
Menurut (Sari et al., 2020) mengatakan bahwa apabila wajib pajak berniat dalam
membayar pajaknya maka akan terbentuklah perilaku patuh wajib pajak terhadap
pajak. Theory of planned behavior ini selain sesuai dengan kepatuhan wajib pajak,
juga sesuai dengan variabel-variabel bebas lainnya dalam penelitian ini yaitu
sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

Menurut (Sari et al., 2020) berdasarkan Theory of planned behavior yaitu
normative belief sosialisasi perpajakan menjadi motivasi bagi wajib pajak untuk
patuh dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan
bermotor. Menurut (Dewi et al., 2020) berdasarkan Theory of planned behavior
yaitu normative belief akan menciptakan sebuah kesadaran tentang dorongan dari
lingkunga social di sekitar. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak meliputi adanya
kewajiban dan hak, masyarakat percaya untuk membayar pajak. Selanjutnya
Theory of planned behavior mengatakan jelas adanya pengontrolan sikap wajib

pajak sehingga pada nantinya tidak akan dikenakan sanksi perpajakan.
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2.1.2.Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah adalah “ kontribusi wajib pajak Daerah yang
terutang orang pribadi atau badan yang bersifat paksaan menurut Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan pembangunan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”. Menurut (Purnaman, 2023) Pajak Daerah adalah pemungutan pajak yang
dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan undang-
undang yang bersifat dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara
langsung, hasilnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pemerintahan.

Berikut adalah data jenis-jenis Pajak Daerah yang terdiri dari 2 (dua) jenis
berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah yaitu:

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak Provinsi Pajak Kabupaten
.. Pajak kendaraan | o Pajak hotel
bermotor o Pajak restoran
. Bea balik nama | o Pajak hiburan
kendaraan bermotor o Pajak reklame
. Pajak  bahan  bakar | o Pajak penerangan jalan
kendaraan bermotor o Pajak Parkir
. Pajak air permukaan o Pajak air tanah
. Pajak Rokok o Pajak sarang burung wallet.
o Pajak mineral bukan logam atau batuan.
o Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan.
o Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sumber : Diljen Pajak (2023)
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2.1.3.Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB)

2.1.3.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat
12 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan /atau
penguasaan kendaraan bermotor yang pemungutannya dilakukan di kantor
pelayanan pajak kendaraan bermotor atau SAMSAT yang didalamnya
terdiri dari tiga instansi pemerintah, yaitu: badan pendapatan daerah, badan
kepolisian daerah, dan PT.Asuransi kerugian atas kendaraan bermotor yang
disebut sebagai jasa raharja. Menurut (Hartanti et al., 2020) Kendaraan
bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda beserta dengan
gandengannya yang bermanfaat disemua jenis jalan dan bergerak atau
berjalan dengan alat teknik yang berupa motor atau lainnya yang berfungsi
untuk mengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan
bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat atau besar yang saat
operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara
permanenserta kendaraan bermotor yang beroperasi di air. Menurut (Novien
Rialdy, 2022) kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dan
gandengannya yang digunakan pada semua jenis jalan dara, dan bergerak
dengan alat teknik berupa motor yang berfungsi mengubah energi menjadi
tenaga gerak kendaraan bermotor termasuk alat-alat berat yang saat operasi
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat permanen serta kendaaran

air.
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2.1.3.2. Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 4 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah :

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau

badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
2. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau
badan yang memiliki kendaraan bermotor

2.1.3.3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah objek pajak kendaraan bermotor adalah
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sebagaiman
penjelasan diatas menurut (Novien Rialdy, 2022) kendaraan bermotor
adalah semua kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan pada
semua jenis jalan dara, dan bergerak dengan alat teknik berupa motor yang
berfungsi mengubah energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor
termasuk alat-alat berat yang saat operasi menggunakan roda dan motor dan
tidak melekat permanen serta kendaaran air. Jadi semua kendaraan yang
termasuk dalam kategori penjelasan yang sudah dijelaskan di atas
merupakan kendaraan yang termasuk objek pajak sehingga kendaraan
tersebut dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor dan para wajib pajak

diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.
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Namun tidak semua jenis kendaraan yang dikenakan pajak
kendaraan. Adapun kendaraan yang tidak kena menurut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Kereta Api
2. Kendaraan bermotor yang digunakan/dioperasikan untuk
pertahanan dan keamanan Negara seperti patroli
3. Kendaraan yang digunakan oleh lembaga seperti kendaraan
ambulan, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan,
kendaraan jenazah dan kendaraan angkutan umum.
2.1.3.4. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No.55 Tahun 2016 dasar pengenaan
pajak kendaraan bermotor adalah perkalian dari dua unsur pokok:
1. Nilai jual kendaraan bermotor
2. Tingkat rusaknya jalan atau cemaran lingkungan akibat
penggunaan kendaraan bermotor.
2.1.3.5. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah tarif pajak kendaraan bermotor telah
ditetapkan, berikut adalah tarif pajak kendaraan bermotor yang telah
ditetapkan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah
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Tabel 2.2 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif PKB Pribadi Tarif Progressif Tarif Progressif
Kendaraan roda 2 dan 3 Kendaraan roda 4

1. Kepemilikan 1. 2% untuk kepemilikan |1. 2,5% untuk

pertama 1,75% kedua kepemilikan kedua
2.7 Kendaraan angkutan |2. 2,5% untuk 2. 3% untuk

umum 1% kepemilikan ketiga kepemilikan ketiga
3.~ Ambulan, pemadam |3. 3% untuk kepemilikan |3. 3,5% untuk

kebakaran, sedan keempat kepemilikan

dan jeep 0,5% 4. 3,5% untuk keempat
4, Kendaraan alat-alat kepemilikankelima dan |4. 4% untuk

berat 0,2% seterusnya kepemilikan Ikelima

dan seterusnya

Sumber : Diljen Pajak (2023)

Mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak merupakan
menghitung besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang.
Adapun cara perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah dengan rumus
sebagai berikut :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x (NJKB x Bobot)

2.1.4.Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Mianti & Budiwitjaksono, 2021) penerimaan pajak kendaraan
bermotor adalah semua pendapatan yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor
seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor, denda pajak terhadap kendaraan
yang menunggak, serta semua perolehan penerimaan pajak yang berkaitan dengan
kendaraan bermotor. Menurut (Tania, 2022) penerimaan pajak kendaraan
bermotor adalah penerimaan akhir pendapatan yang diperoleh dengan melihat data
yang diperoleh dari kantor pusat pengelolaan pendapatan daerah. Jika penerimaan

pajak kendaraan bermotor meningkat maka dapat dikatakan Negara tersebut telah

19



mandiri untuk membiayai pembangunan infrastruktur Negara tanpa bantuan asing
seperti hutang luar negeri maupun hibah (Lesmana et al., 2018).

Menurut (Sari et al., 2020) penerimaan pajak yang terealisasi secara mandiri
akan membantu Negara untuk berkembang tanpa bantuan dari Negara asing. Hasil
dari penerimaan pajak akan digunakan untuk biaya pembangunan daerah.
Semakin besar anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan, maka akan
semakin besar kebutuhan pemerintah dalam hal penerimaan pajak. Dalam upaya
peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, pemerintah melakukan
beberapa kebijakan yaitu pemutihan pajak kendaraan, pajak keliling, dan
akuntabilitas. Diharapkan dengan kebijakan tersebut penerimaan pajak dapat
meningkat.

2.1.4.1. Faktor Penghambat Penerimaan Pajak

Menurut penelitian (Rialdy, 2022) yang mengatakan bahwa faktor-
faktor yang menjadi penghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor itu
adalah :

1. Besarnya jumlah denda pajak bagi kendaraan yang mengalami

jatuh tempo

2. Masyarakat yang tidak mengetahui atau paham tentang pajak

kendaraan bermotor

3. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak

kendaraan bermotor, untuk apa dan dikemanakan nantinya

penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut digunakkan.
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2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Saputra et al., 2022) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan
dimana wajib pajak pribadi bersedia untuk memenuhi tanggungjawab dalam
membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya ancaman dan
penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut (Irfan & Alfi 2023)
kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak bersedia untuk
melakukan kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemeriksaan ataupun sanksi
yang diberikan dan secara sukarela mau membayar kewajibannya berupa pajak
sesuai peraturan yang berlaku. Menurut (Arisandy et al., 2023) kepatuhan wajib
pajak adalah wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan
yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak
perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan penerimaan pajak,
sehingga apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak juga
akan meningkat (Sari et al., 2020). Menurut (Kusasih & Kustiningsih, 2023)
kepatuhan wajib pajak yang baik sangat diperlukan untuk pelayanan perpajakan
seperti, Indonesi memiliki sistem self-assesment yang mengutamakan kepatuhan
pajak. Selanjutnya (Rudianti, 2021) mengatakan bahwa ketika seorang patuh
maka dia akan membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Dengan demikian jika tingkat kepatuhan seseorang tinggi dalam
melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor maka

penerimaan pajak kendaraan bermotor akan menjadi meningkat.
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2.1.5.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak tentunya ada juga faktor-faktor yang
mempengaruhinya, apakah nanti dia akan patuh membayar pajak atau tidak
patuh membayar pajak. Menurut (Arisandy et al., 2023) faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu :
1. Kesadaran wajib pajak
2. Pengetahuan pajak
3. Kualitas pelayanan
4. Kewajiban moral
5. Sanksi perpajakan
2.1.6.Sosialisasi Perpajak Kendaraan Bermotor
Menurut (Hartana & Merkusiwati, 2018) Sosialisasi perpajakan adalah
upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada
masyarakat tentang semua hal yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor
dan perundang-undangan. Menurut (Ammy, 2022) sosialisasi perpajakan
merupakan percobaan yang bisa dilakukan oleh dirjen pajak untuk memberikan
pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar kewajiban
perpajakan agar tercapainya pembangunan daerah yang maksimal. Menurut
(Wardani & Wati, 2018) sosialisasi perpajakan adalah bentuk upaya yang
dilakukan untuk memberikan informasi tentang perpajakan agar kepatuhan wajib

pajak meningkat.
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Sosialisasi pajak akan memberikan informasi yang baik dan benar sehingga
wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya untuk membayar
pajak kendaraan bermotor sehingga kemudian kepatuhan wajib pajak akan
meningkat tinggi pada diri wajib pajak (Wardani & Wati, 2018). Menurut (Sari et
al;-2020) tujuan dari sosialisasi perpajakan ini memberikan informasi terhadap
wajib pajak agar wajib pajak nantinya paham mengenai apa peran dan fungsi dari
pajak tersebut dan kemudian wajib pajak tersebut akan sadar untuk membayar
pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan ini akan membuat wajib pajak
mengerti dan memahami bahwa pembayaran pajak ini nantinya akan digunankan
untuk keperluan atau kepentingan masyarakat juga pada akhirnya seperti
pembangunan infrastruktur daerah contohnya pembangunan jalan.

2.1.7. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Nur, 2020) Kesadaran adalah suatu unsur yang terdapat dalam diri
seseorang untuk mengerti realitas dan seperti apa mereka bertindak atau bersikap
terhadap realitas tersebut. Menurut (Permana & Susilowati, 2021) kesadaran
wajib pajak adalah suatu keadaan yang mana seseorang tau, paham, dan mengerti
akan tentang cara bagaimana membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut
(Hama, 2021) kesadaran wajib pajak adalah taubat, keadaan ketika wajib pajak itu
mengetahui suatu hal yang dialamai seseorang, yang dapat muncul dalam diri
seorang wajib pajak karena sebagai arahan atas motivasi untuk melakukan

pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut (Kesawa et al., 2020) kesadaran
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wajib pajak merupakan bentuk itikad baik wajib pajak guna melaksanakan
kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor .

Menurut (Rahayu, 2023) dalam penelitiannya mengatakan bahwa
pelaksanaan pembayaran paja, kesadaran wajib pajak itu sangatlah penting,
karena dengan adanya kesadaraan wajib pajak tersebut sangat diharapkan
kedepannya wajib pajak akan mengetahui betapa berharga dan pentingnya peran
perpajakan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor,nantinya akan digunakan
untuk kepentingan bersama yaitu pembangunan daerah.Semakin tinggi atau
meningkat kesadaran wajib pajak akan pembayaran pajak kendaraan bermotor,
maka pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan kewajiban semakin bagus
sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2.1.8.Sanksi Pajak

Menurut (Aisyah & Satwiko, 2022) sanksi pajak adalah jaminan bahwa
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, taati, penuhi
dan dipatuhi atau diartikan juga sebagai pencegah supaya wajib pajak tidak
melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut
(Syafira & Nasution, 2021) sanksi pajak adalah sebuah akibat atau dampak dalam
melanggar peraturan perpajakan, yang mana pengenaan sanksi pajak ditujukan
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Hadi&
Lestari, 2022) sanksi pajak adalah media pencegah wajib pajak supaya tidak
melanggar semua norma-norma perpajakan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah.
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Menurut (Lestari & Hadi, 2022) sanksi perpajakan terdiri dari dua acam
yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi
yang diberikan kepada wajib pajak yang bersifat administrasi sedangkan sanksi
pidana adalah sanksi yang berupa ancaman hukuman yang bersifat penderitaan
dan siksaan.Menurut (Dewi et al., 2020) sanksi pajak ini bertujuan untuk
mendorong atau mengajak wajib pajak untuk mematuhi dan mentaati peraturan
perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak akanterjadi apabila wajib pajak melakukan
pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan tentang
perpajakan sehingga wajib pajak akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang
telah dilakukan wajib pajak tersebut.
2.1.9.Pajak Dalam Pandangan Islam

Menurut (Nasution, 2021) pajak / dharibah dalam islam adalah salah satu
sumber Negara yang berdasarkan ijtihad ulil amri yang disetujui oleh DPR dan
persetujuan ulama yang digunakan untuk membiayai pembanguna demi
kemaslahatan umat islam. Menurut (Haskar, 2020) pajak/dharibah adalah
mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul,dan membebaskan. Secara
islitah pajak merupakan kewajiban yang menjadi ketetapan bagi individu sesuai
dengan ketentuan Negara, untuk menghimpun dana pembangunan yang
ditetapkan Negara.

Dalam penelitian (Hakim, 2021) dikatakan bahwa pada Al-qur’an dan
Hadis, dharibah tidak terlepas dari beberapa istilah yaitu jizyah diartikan sebagai

pajak jiwa khusus untuk non muslim, usyr diartikan sebagai pajak perdagangan,
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dan kharaj diartikan sebagai pajak tanah. Selanjutnya penelitian (Fatarib &
Rizmaharani 2019) dijelaskan karakteristik pajak (dharibah) menurut syariat
sebagai berikut:

1. Bersifat temporer, hanya boleh dikutip saat baitul mal kurang harta.

2. Hanya boleh dikutip untuk pembiayaan yang menjadi kewajiban kaum

muslimin sesuai yang dibutuhkan saja dan tidak lebih.

3. Hanya diambil dari kaum muslim yang kaya

4. pajak boleh dihapus ketika suda tidak diperlukan.

Menurut (Arrighi et al., 2022) pajak diperbolehkan dalam islam jika untuk
kemaslahatan ummat, pajak sekarang ini memang sudah menjadi kewajiban warga
Negara dengan alasan dana pemerintah tidak cukup lagi untuk membiayai semua
pengeluaran, sedangkan kewajiban kita setiap muslim adalah mecegah
kemudharatan. Pajak menjadi tanggungjawab pribadi dan sosial di dalam islam,
para ulama memperluas pengertian fisabilillah untuk kepentingan/kemaslahatan
umum. Sehingga selama Negara membutuhkan danamaka tdiperbolehkan
pemungutan pajak. Adapun kewajiban masyarakat terhadap pemerintah dijelaskan
datam firman Allah SWT:

Artinya: “ Hai orang-orang beriman, taatilah Allah SWT dan Rasulnya, dan ulil
Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuati, maka
kembalikanlah ia kepada Allah SWT (al-qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian

itulebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.15 (QS. An-Nisa : 59).
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Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan dalam menjalanka hidup
beragama, bermasyarakat dan bernegara wajib untuk menjalankan perintah Allah
SWT, Rasul-nya, dan Ulil Amri selamamasih mengikuti ketetapan ajaran Allah
SWT dan Rasul-nya. Pajak merupakan sebuah kewajiban karena umat islam

dianjurkan untuk melaksanakan infak dan sedekah.

2.2. Penelitian Terdahulu
Penelitian ini selain berpedoman pada data yang diperoleh dari
UPT.SAMSAT Bangkinang peneliti juga memiliki referensi dari penelitian

terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No Nama Variabel Hasil
Peneliti/Tahun

1. | Kesawa et al., 2020 . Peran 1. Kesadaran wajib  pajak,
Pengujian peran Kesadaran reformasi administrasi
kesadaran, reformasi (X1) perpajakan, dan persepsi
perpajakan dan Reformasi tentang  sanksi pajak
persepsi atas sanksi Perpajakan terdapat pengaruh  yang
terhadap penerimaan (X2) positif ~ dan  signifikan
pajak kendaraan | 3. Persepsi atas | terhadap penerimaan pajak
bermotor dengan Sanksi (X3) kendaraan bermotor baik
kepatuhan wajib | 4. Penerimaan secara langsung maupun
pajak sebagai Pajak (YY) secara  tidak  langsung
variabel intervening . Kepatuhan dengan melalui kepatuhan

Wajib Pajak | wajib pajak
(2)

2. | Wardani & Wati, | 1. Sosialisasi  [1. Sosialisasi dapat
2018 Perpajakan mempengaruhi pengetahuan
Pengaruh sosialisasi (X1) pajak
perpajakan terhadap | 2. Kepatuhan 2. Sosialisasi dapat
kepatuhan wajib Wajib Pajak | mempengaruhi  kepatuhan
pajak dengan (Y) wajib pajak
pengetahuan . Pengetahuan 3. Pengetahuan pajak dapat
perpajakan  sebagai Perpajakan mempengaruhi  kepatuhan
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variabel intervening 2) wajib pajak
4. sosialisasi dapat
mempengaruhi  kepatuhan
wajib pajak dengan
pengetahuan wajib pajak
Budiarti & Fadhila | 1. Pengaruh 1.Kepatuhan  wajib  pajak
2022 kepatuhan berpengaruh terhadap
Pengaruh kepatuhan wajib pajak | penerimaan pajak kendaraan
wajib pajak, sanksi (X1) bermotor

pajak dan pemutihan | 2. Sanksi Pajak |2.Sanksi pajak berpengaruh

pajak kendaraan (X2) terhadap penerimaan pajak

bermotor  terhadap | 3. Pemutihan kendaraan bermotor

penerimaan  pajak pajak (X3) [3.Pemutihan pajak

kendaraan bermotor | 4. Penerimaan berpengaruh terhadap

pada kantor samsat pajak (Y) penerimaan pajak kendaraan

Pajajaran | Kota

Bandung

Sari et al., 2020 . Sosialisasi 1.Sosialisasi berpengaruh

Pengaruh sosialisasi perpajakan positif terhadap kepatuhan

perpajakan terhadap X) wajib pajak

penerimaan  pajak | 2. Penerimaan |2.Sosialisasi berpengaruh

kendaraan bermotor Pajak () positif terhadap penerimaan

dengan  kepatuhan | 3. Kepatuhan pajak

wajib pajak sebagai wajib pajak |3.Kepatuhan  wajib  pajak

variabel intervening (2) berpengaruh terhadap
penerimaan pajak
4.Sosialisasi berpengaruh
terhadap penerimaan pajak
melalui  kepatuhan  wajib
pajak

Dewi et al., 2020 . Pengetahuan |1.Pengetahuan pajak,

Pengaruh Pajak (X1) kesadaran  wajib  pajak,

pengetahuan pajak, | 2. Kesadaran sanksi pajak, akuntabilitas

kesadaran wajib wajib Pajak | pelayanan dan tarif pajak

pajak, sanksi pajak, (X2) berpengaruh terhadap

akuntabilitas . Sanksi Pajak | kepatuhan  wajib  pajak

pelayanan dan tarif (X3) kendaran bermotor

pajak terhadap | 4. Kuntabilitas

kepatuhan wajib Pelayanan

pajak dalam (X4)

membayar pajak | 5. Tarif Pajak

kendaraan bermotor (X5)
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dikantor samsat | 6. Kepatuhan
Singaraja Wajib Pajak
(Y)
Irfan & Firza, 2023 . Penerimaan |1.Pemeriksaan pajak secara
Analisis faktor Pajak parsial berpengaruh
penerimaan  pajak Penghasilan terhadap penerimaan pajak
penghasilan dengan (Y) 2.5anksi pajak tidak
kepatuhan wajib | 2. Kepatuhan berpengaruh terhadap
pajak sebagai Wajib Pajak | penerimaan pajak kendaraan
variabel intervening 2) 3.Kepatuhan wajib pajak yang
baik  akan menambah
penerimaan pajak kendaraan
4.Kepatuhan wajib pajak tidak
dapat memediasi pengaruh
variabel sanksi pajak
terhadap penerimaan pajak
Bulan et al., 2020 . Kesadaran 1.kesadaran  wajib  pajak
Pengaruh kesadaran Wajib Pajak | berpengaruh terhadap
wajib  pajak dan (X1) kepatuhan wajib pajak
akuntabilitas . Akuntabilita |2.Akuntabilitas pelayanan
pelayanan public s Pelayanan | berpengaruh terhadap
terhadap kepatuhan Publik (X2) kepatuhan wajib pajak
wajib pajak | 3. Kepatuhan
kendaraan bermotor Wajib Pajak
pada kantor samsat (Y)
kota kendari
Aisyah et al., 2023 . Sanksi 1. Sanksi pajak berpengaruh
Pengaruh sanksi Perpajakan positif terhadap kepatuhan
perpajakan terhadap X) wajib  pajak kendaraan
kepatuhan wajib | 2. Kepatuhan bermotor
pajak kendaraan Wajib Pajak
bermotor pada (Y)
kantor samsat
wilayah gowa
Sulawesi selatan
Rahayu, 2023 . Kesadaran  |1. Kesadaran wajib pajak, E-
Pengaruh kesadaran Wajib Pajak | samsat dan sanksi
wajib  pajak, E- (X1) perpajakan  berpengaruh
samsat dan sanksi | 2. E-samsat terhadap penerimaan pajak
perpajakan terhadap (X2) kendaraan bermotor
penerimaan  pajak | 3. Sanksi
kendaraan bermotor Perpajakan
(X3)
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. Penerimaan

Pajak ()

10.

Hanum & Sari, 2018
Pengaruh pemutihan
pajak kendaraan
bermotor, bea balik
nama dan sosialisasi
perpajakan terhadap
penerimaan  pajak
kendaraan bermotor
pada UPT.SAMSAT
Kabanjahe

. Pemutihan

Pajak (X1)

. Bea Balik

Nama (X2)

. Sosialisasi

Perpajakan
(X3)

. Penerimaan

Pajak (Y)

. Pemutihan pajak kendaraan

bermotor, bea balik nama
dan sosialisasi perpajakan
berpengaruh  positif  dan
signifikan terhadap
penerimaan pajak
kendaraan bermotor

Sumber : Data Olahan Penelitian terdahulu (2023)

2.3., Kerangka Konseptual

H2

Sosialisasi
pajak (X1)

Kesadaran
pajak (X2)

Sanksi pajak
(X3)

Kepatuhan
wajib pajak H7

pajak (Y)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

X1, X2, dan X3 : Variabel Independen atau eksogen

Z

Y

: Variabel Intervening

: Variabel Dependen atau endogen

: Pengaruh Tidak Langsung

: Pengaruh Langsung
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2.4. Hipotesis
2:4.1.Pengaruh Sosialisasi Pajak Kendaraan Terhadap Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor

Menurut (Ammy, 2022) sosialisasi perpajakan merupakan percobaan yang
bisa dilakukan oleh dirjen pajak untuk memberikan pengetahuan kepada
masyarakat mengenai pentingnya membayar kewajiban perpajakan agar
tercapainya pembangunan daerah yang maksimal. Menurut (Sari et al., 2020)
berdasarkan Theory of planned behavior keyakinan atau behavior belief yaitu
keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil
tersebut. Keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau
buruk. Apabila keyakinan wajib pajak akan realisasi penerimaan itu nantinya akan
berguna untuk wajib pajak tersebut maka wajib pajak tersebut akan mematuhi
perpajakan. Selanjutnya apabila wajib pajak meningkat dan pemahaman wajib
pajak terhadap manfaat dari perpajakan semakin meningkat maka sumber
penerimaan pajak akan meningkat juga.

Menurut (Hanum & Sari, 2023) dalam penelitiannya mengatakan
penerimaan pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat apabila tingakat
sosialisasi perpajakan semakin tinggi. Menurut (Sari et al., 2020) mengatakan
bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan
bermotor.

H1: sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan

bermotor.
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2.4.2.Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor

Menurut (Nur, 2020) Kesadaran adalah sebuah unsur yang ada dalam diri
individu untuk tau realitas dan seperti apa mereka bertindak atau bersikap
terhadap realitas tersebut. Menurut (Hama, 2021) kesadaran wajib pajak adalah
taubat, keadaan ketika wajib pajak itu tau suatu hal yang dialamai seseorang, yang
dapat muncul dalam diri seorang wajib pajak sebagai arahan atas motivasi untuk
melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Menurut (Sari et al., 2020) berdasarkan Theory of planned behavior pada
behavior belief yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan
evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap
perilaku baik atau buruk. Apabila keyakinan wajib pajak akan realisasi
penerimaan itu nantinya akan berguna untuk wajib pajak tersebut maka wajib
pajak tersebut akan mematuhi perpajakan. Menurut (Rahayu, 2023) dalam
pelaksanaan pembayaran pajak, kesadaran wajib pajak itu sangat penting karena
dengan kesadaraan wajib pajak sangat diharapkan nantinya wajib pajak akan
mengetahui pentingnya peran pajak pada penerimaan pajak yang nantinya akan
berguna untuk kepentingan pembangunan daerah. Berdasarkan penelitian
(Rahayu, 2023) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
kendaraan bermotor.

H2: kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan

bermotor
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2.4.3.Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor

Menurut (Irfan & Alpi 2022) sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan akan diikuti, taati, penuhi dan dipatuhi
atau diartikan juga sebagai pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar
peraturan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut (Syafira &
Nasution, 2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa sanksi pajak adalah
sebuah akibat atau dampak dalam melanggar peraturan perpajakan, yang mana
pengenaan sanksi pajak ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor. Menurut (Hadi&Lestari, 2022) sanksi pajak adalah media
pencegah wajib pajak tidak melanggar semua norma perpajakan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Theory of planned behavior pada behavior belief vyaitu
keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil
tersebut. keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau
buruk. Apabila wajib pajak yakin jika mereka tidak membayar pajak, maka
mereka akan mendapatkan sanksi pajak dengan begitu wajib pajak akan berusaha
untuk membayar kewajiban pajaknya. (Dewi et al., 2020) sanksi pajak ini
bertujuan untuk mendorong atau mendukung wajib pajak untuk mematuhi
peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut (Rahayu, 2023) dalam penelitiannya
mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

H3: sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor
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2.4.4.Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Hartana & Merkusiwati, 2018) Sosialisasi perpajakan adalah
upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada
masyarakat tentang semua hal yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor
dan perundang-undangan. Menurut (Ammy, 2023) sosialisasi perpajakan
merupakan percobaan yang bisa dilakukan oleh dirjen pajak untuk memberikan
pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar kewajiban
perpajakan agar tercapainya pembangunan daerah yang maksimal. Menurut
(Wardani & Wati, 2018) sosialisasi perpajakan adalah bentuk upaya yang
dilakukan untuk memberikan informasi tentang perpajakan agar kepatuhan wajib
pajak meningkat.

Menurut (Sari et al., 2020) berdasarkan Theory of planned behavior yaitu
normative belief keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi
untuk memenuhi harapan tersebut. Sosialisasi perpajakan menjadi motivasi bagi
wajib pajak untuk patuh dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak
mendaraan bermotor. Menurut (Boediono et al., 2018) mengatakan jika sosialisasi
perpajakan semakin meningkat oleh pemerintah maka semakin meningkat pula
rasa kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan
tepat waktu. menurut (Sari et al., 2020) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor
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2.4.5.Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Nur, 2020) Kesadaran adalah suatu unsur yang terdapat dalam diri
seseorang untuk mengerti realitas dan seperti apa mereka bertindak atau bersikap
terhadap realitas tersebut. Menurut (Permana & Susilowati, 2021) kesadaran
wajib pajak adalah suatu keadaan yang mana seseorang tau, paham, dan mengerti
akan tentang cara bagaimana membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut
(Hama, 2021) kesadaran wajib pajak adalah keinsafan, keadaan dimana wajib
pajak itu mengetahui atas hal yang dialamai seseorang, yang dapat timbul dalam
diri seorang wajib pajak karena sebagai arahan atas motivasi untuk melakukan
pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Menurut (Sari et al., 2020) berdasarkan Theory of planned behavior pada
behavior belief yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan
evaluasi atas hasil tersebut. keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap
perilaku baik atau buruk. Apabila wajib pajak yakin dan sadar akan realisasi
penerimaan itu nantinya akan berguna untuk wajib pajak tersebut maka wajib
pajak tersebut akan mematuhi perpajakan. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak
meliputi adanya kewajiban dan hak, masyarakat percaya untuk membayar pajak
dan. mengalokasikan dana untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
Berdasarkan penelitian (Nur, 2020) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H5: kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor.
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2.4.6. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Aisyah& Satwiko, 2022) sanksi pajak adalah jaminan bahwa
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, taati, penuhi
dan  dipatuhi atau diartikan juga sebagai pencegah supaya wajib pajak tidak
melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut
(Syafira & Nasution, 2021) sanksi pajak adalah sebuah akibat atau dampak dalam
melanggar peraturan perpajakan, yang mana pengenaan sanksi pajak ditujukan
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Lestari
& Hadi, 2022) sanksi pajak adalah media pencegah wajib pajak supaya tidak
melanggar semua norma-norma perpajakan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah.

Berdasarkan Theory of planned behavior pada Behavioral beliefs yaitu
keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil
tersebut. keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau
buruk. Wajib pajak yakin jika mereka tidak melakukan kewajiban pembayaran
pajak pada waktu yang ditentukan maka mereka akan mendapatkan sanksi berupa
denda pajak dan mereka termasuk wajib pajak yang menunggak dalam membayar
pajak. Menurut (Mianti & Budiwitjaksono, 2021) dalam penelitiannya
mengatakan bahwa mengatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak
H6: sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor
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2.4.7.Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor

Menurut (Saputra et al., 2022) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan
dimana wajib pajak pribadi bersedia untuk memenuhi tanggungjawab dalam
membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya ancaman,
paksaan serta penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut (Irfan
& Alpi 2023) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak
adalah suatu keadaan dimana wajib pajak bersedia untuk melakukan kewajiban
perpajakannya tanpa adanya pemeriksaan ataupun sanksi yang diberikan dan
secara sukarela mau membayar kewajibannya berupa pajak sesuai peraturan yang
berlaku.

Berdasarkan dari Theory of planned behavior pada behavior belief, yaitu
keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil
tersebut. Keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau
buruk. Dalam hal perpajakan wajib pajak yakin terhadap jika mereka membayar
pajak kendaraan bermotor, mereka akan mendapatkan hasilnya atau feedback
dalam bentuk pembangunan infrastruktur didaerah mereka yang kemudian bisa di
manfaatkan oleh wajib pajak tersebut. Menurut (Samsudin, 2020) dalam
peneliyiannya mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
berpengaruh terhadap penerimaan wajib pajak kendaraan bermotor.

H7: Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor.
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2.4.8.Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor Melalui Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Boediono et al., 2018) mengatakan jika sosialisasi perpajakan
semakin meningkat oleh pemerintah maka semakin meningkat pula rasa
kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat
waktu. Menurut (Sari et al., 2020) kepatuhan wajib pajak dapat didorong oleh
sosialisasi pajakan yang baik. Jika individu patuh, maka penerimaan pajak akan
mencapai target. Menurut (Oktaviani, 2019)mengatakan penerimaan akan
semakin meningkat apabila kepatuhan wajib pajak semakin baik. Begitu
punmenurut (Sari et al., 2020) kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya
dengan penerimaan pajak, sehingga jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka
penerimaan pajak juga meningkat.

Berdasarkan Theory of planned behavior (behavior belief) keyakinan akan
menimbulkan sikap baik atau tidak baik terhadap prilaku tertentu. Selanjutnya
berdasarkan normative belief motivasi dari kegiatan pajak akan menimbulkan
kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya control belief apabila wajib pajak yakin
pentingnya perpajakan maka wajib pajak tersebut akan mengetahui juga
pentingnya untuk membayar pajak. Menurut (Sari et al., 2020) apabila sosialisasi
semakin bagus dengan kepatuhan yg semakin tinggi maka penerimaan akan
meningkat.

H8: sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui

kepatuhan wajib pajak
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2.4.9.Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor Melalui Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Rahayu, 2023) dalam pembayaran pajak kesadaran wajib pajak itu
sangatlah penting karena dengan adanya kesadaraan wajib pajak, sangat
diharapkan nantinya wajib pajak akan mengetahui betapa pentingnya peran pajak
dalam penerimaan pajak yang digunakan untuk kepentingan pembangunan
daerah.

Semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan pembayaran pajak kendaraan
bermotor maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban semakin bagus sehingga
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut
(Oktaviani, 2019) mengatakan penerimaan akan semakin meningkat apabila
kepatuhan wajib pajak semakin baik. Begitu punmenurut (Sari et al., 2020)
kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan penerimaan pajak, sehingga
jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak juga meningkat.
Theory of planned behavior vyaitu Behavioral beliefs keyakinan tentang
kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. keyakinan
perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk. Jika wajib pajak
menyadari bahwa membayar pajak merupakan salah satu bentuk meningkatkan
pembangunan suatu Negara maka wajib pajak akan patuh untuk melakukan
kewajiban membayar pajak.

H9: kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui

kepatuhan wajib pajak
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2.4.10. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor Melalui Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Dewi et al., 2020) berdasarkan Theory of planned behavior
adapun hubungan dengan kepatuhan wajib pajak jika ada sanksi yang diberikan
kepada wajib pajak yang melanggar, maka wajib pajak akan mengontrol
tingkahlakunya agar tidak langgar pajak. Menurut (Dewi & dkk, 2020) sanksi
pajak ini bertujuan untuk mendorong atau mendukung wajib pajak untuk
mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut (Sari et al., 2020)
berdasarkan Theory of planned behavior pada behavior belief yaitu keyakinan
tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku baik atau buruk. Apabila
wajib pajak yakin akan realisasi penerimaan itu nantinya akan berguna untuk
wajib pajak tersebut maka wajib pajak akan mematuhi perpajakan. Menurut
(Samsudin, 2020) kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh
terhadap penerimaan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut penelitian (Sari et
al.;~2020) yang mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya
dengan penerimaan pajak, sehingga apabila kepatuhan wajib pajak meningkat
maka otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat.
H10: sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan

wajib pajak
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif.
Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
positivisme,digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis
yang telah ditetapkan (Sugiyono,2022 hal.15).

Pendekatan asosiatif adalah pertanyaan yang bersifat hubungan antara dua
atau lebih variabel dalam suatu penelitian. Adapun tujuan menggunakan
pendekatan asosiatif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan
antara sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak terhadap
penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak sebagali

variabel intervening.

3.2. Tempat Penelitian

Adapun lokasi atau tempat penelitian yang akan penenliti lakukan adalah di
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bangkinang UPT.SAMSAT Bangkinang
JI. Letnan Boyak No.74, Langgini, Kec.Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau

28463 merupakan tempat dilakukan penelitian.
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3.3- Populasi dan Sampel
3.3.1.Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah
generalisasi. populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau
subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022 hal.130).
Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di kantor
UPT.Samsat Bangkinang yang berjumlah 447.941 kendaraan bermotor.
3.3.2. Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel Non probability
sampling yaitu sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat
digunakan sebagai sampel, (Sugiyono,2022 hal.138). Cara penentuan besaran
sampel pada penelitian ini mengguanakan G-Power. Menurut (Mega et al., 2021)
G-Power adalah Software yang digunakan untuk menghitung statistik power atau
kekuatan uji statistik dan juga membantu peneliti dalam menentukan besaran
sampel yang diperlukan dalam sebuah peneliti. Menurut (Kang, 2021) G-Power
sangat rekomendasi untuk menghitung ukuran sampel dan daya untuk berbagali
metode statistik karena sangat mudah digunakan serta G-Power ini secara
otomatis memberikan nilai ukuran efek yang konvensional. Berikut keterangan
dalam penggunaan G-Power yang dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan

oleh (Mega et al., 2021):
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Effect Size p: p= 0,10 small, p= 0,30 medium, p= 0,50 large
a error prob = 0,05
Power (1-B error prob) = 0,80
Penentuan ukuran sampel pada G-Power ini harus menentukan ukuran
Effect Size yang akan digunakan dengan pilihan ukuran small, medium dan large.
Menurut (Kang, 2021) jika ukuran sampel terlalu kecil, bahkan jika efek
terapeutik yang diamati besar, kemungkinan hal ini disebabkan oleh variasi acak
tidak dapat dikesampingkan. Sebaliknya jika ukuran sampel terlalu besar, terlalu
banyak variabel di luar variabel sehingga sulit menentukan variabel yang mana
yang valid dan akan menimbulkan banyak resiko dan ketidaknyamanan.
Berdasarkan uraian tersebut dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan
Effect Size tidak kecil dan tidak pula besar.
Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 82.

Gambar 3.1 Jumlah Sampel

(i, G*Power 3.1.9.4

Eile Edit Miew Tests Calculater Help

Central and noncentral distributions Protocol of power analyses

critical t = 1.99008&

——

Test family Statistical test

ttests ~ Correlation: Point biserial model ~
Type of power analysis

A priori: Compute required sample size — given o, power, and effect size ~—

Input Parameters Cutput Parameters
Tail{s)  Two ~ Moncentrality parameter & 2.8477869

Determine —= Effect size |p .20 Critical t 1.9900634

o err prob Q.05 DF 80

Power (1 —p err prob) 0.80 Total sample size 82

Actual power 0. B033045

Sumber : Aplikasi G-Power (2023)
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3.4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang
didapat langsung dari tempat penelitian berupa data-data mengenai pendapat
responden terhadap variabel-variabel yang peneliti gunakan.Adapun metode yang
digunakan untuk pengumpulan data adalah metode kuesioner atau angket.
Menurut (Sugiyono, 2022 hal.219) menyatakan bahwa kuesioner atau angket
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk
dijawabnya.

Penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert adalah sebuah jawaban
atau pendapa yang diberikan oleh responden dari setiap pertanyaan yang diberikan
peneliti, mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Dalam skala likert
telah dicantumkan besaran nilai pernyataan atau pertanyaan, adapun nilai yang
digunakan adalah 1 sampai dengan 5. Angka 1 merupakan skor nilai terendah
sedangkan angka 5 merupakan skor nilai tertinggi .Semakin tinggi nilai nomor
jumlah, maka akan semakin tinggi pengaruh variabel independen (eksogen)
terhadap variabel dependen (endogen).

Tabel 3.1 Skor Pertanyaan

Alternatif Jawaban Skor
Sangat Setuju (SS) 5
Setuju (S) 4
Kurang setuju (KS) 3
Tidak Setuju (TS) 4
Sangat Tidak Setuju (STK) 1

Sumber : Buku Sugiyono (2023)
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3.5. Definisi Operasional

Tujuan definisi operasional menentukan jenis, indikator, skala, dan variabel

yang terkait dalam penelitian. Adapun variabel-variabel yang digunakan pada

penelitian ada tigayaitu pertama variabel independen yang terdiri dari sosialisasi

perpajakan, kesadaran wajb pajak dan sanksi perpajakan ,kedua variabel

dependen adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan variabel intervening

adalah kepatuhan wajib pajak.

1.

Variabel Independen atau Eksogen (X)

Variabel Independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi
variabel dependen (terikat) (Sugiono, 2022 hal. 57). Dalam penelitian ini
variabel independennya adalah Sosialisasi perpajakan (X1), Kesadaran
wajib pajak (X2), dan Sanksi pajak (X3).

a.  Sosialisasi perpajakan (X1)

Menurut (Hartana & Merkusiwati, 2018) Sosialisasi perpajakan adalah
upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada
masyarakat tentang semua hal yang berkaitan dengan pajak kendaraan
bermotor dan perundang-undangan. Menurut (Ammy, 2022) sosialisasi
perpajakan merupakan percobaan yang dilakukan dirjen pajak untuk
memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pentingnya membayar
pajak agar tercapai pembangunan daerah yang maksimal. Definisi
operasional: sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang memberikan

wajib pajak pemahaman tentang segala hal mengenai perpajakan.
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b.  Kesadaran wajib pajak (X2)

Menurut (Nur, 2020) Kesadaran adalah suatu unsur yang terdapat
dalam diri seseorang untuk mengerti realitas dan seperti apa mereka
bertindak atau bersikap terhadap realitas tersebut. Menurut (Hama, 2021)
kesadaran wajib pajak adalah keinsafan, keadaan dimana wajib pajak itu
mengetahui atas hal yang dialamai seseorang, yang dapat timbul dalam diri
seorang wajib pajak karena sebagai arahan atas motivasi untuk melakukan
pembayaran pajak kendaraan bermotor. Definisi operasional: kesadaran
wajib pajak adalah keadaan seorang wajib pajak sadar atau mengetahui akan
tentang kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang
dapat muncul dari diri wajib pajak sebagai pentunjuk atau arahan karena
motivasi untuk melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
c.  Sanksi perpajakan (X3)

Menurut (Aisyah& Satwiko, 2022) sanksi pajak adalah jaminan
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti,
taati, penuhi dan dipatuhi atau diartikan juga sebagai pencegah supaya wajib
pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan
pemerintah. Menurut (Lestari & Hadi, 2022) sanksi pajak adalah media
pencegah wajib pajak supaya tidak melanggar semua norma-norma
perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Definisi operasional:

sanksi pajak adalah suatu kebijakan yang dirancang sebagai pencegahan
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wajib pajak untuk tidak melanggar semua ketentuan perpajakan yang telah
ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Variabel Dependen atau Endogen (YY)

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang
menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2022 hal. 57).
Menurut (Tania, 2022) penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah
penerimaan akhir pendapatan yang diperoleh dengan melihat data yang
diperoleh dari kantor pusat pengelolaan pendapatan daerah. Definisi
Operasional : penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sumber
penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak Negara dalam bentuk
pajak kendaraan bermotor yang didapatkan secara terus-menerus dan
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.
Variabel Intervening (2)

Variabel Intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi
hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak dapat
diamati dan diukur (Sugiyono, 2022 hal.59). Penelitian ini variabel
interveningnya adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut (Irfan & Alpi.,
2023) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak
bersedia untuk melakukan kewajiban perpajakannya tanpa adanya
pemeriksaan ataupun sanksi yang diberikan dan secara sukarela mau
membayar kewajibannya berupa pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut (Saputra et al., 2022) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan
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dimana wajib pajak pribadi bersedia untuk memenuhi tanggungjawab dalam
membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya ancaman
dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Definisi Operasional : Kepatuhan wajib pajak adalah bentuk sikap atau
prilaku wajib pajak yang mau melakukan pembayaran pajak kendaraan

sesuai dengan jangka waktu yang telah di tetapkan tanpa adanya paksaan

dari pihak mana pun.

Tabel 3.2 Indikator Variabel

Variabel Indikator Sumber |Skala
Sosialisasi | 1. Menyelenggarakan sosialisasi Wardani | Likert
Perpajakan | 2. Media sosialisasi & Wati,

(X1) 3. Kegunaan sosialisasi 2018
Kesadaran |1.Mengetahui  fungsi  pajak untuk | Rahayu, |Likert
Wajib pembiayaan Negara 2023
Pajak(X2) |2.Memahami bahwa kewajiban
perpajakan harus dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
Sanksi 1. Melanggar perpajakan dikenakan Hantono |Likert
pajak(X3) sanksi &
2. Tingkat penerapan danksi Sianturi,
3. Manfaat untuk meningkatkan 2021
kepatuhan
4. Sanksi dihapus kepatuhan akan
meningkat
Penerimaan | 1.penerimaan baik jika wajib pajak Rahayu, |Likert
PKB(Y) bertambah. 2023
2.penerimaan pajak merupakan sumber
utama Negara
3.penerimaan pajak sangat berperan
untuk kemandirian pembangunan
Nasional
4.pelaksanaan penyuluhan mengenai
pengetahuan pajak untuk meningkatkan
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kesadaran wajib pajak yang nantinya
akan meningkatkan penerimaan pajak
5.jika kualitas pelayanan ditingkatkan
maka penerimaan pajak akan
meningkat juga
6.Ekonimi dan sikap wajib pajak juga
berperan dalam peningkatan peneriman

Kepatuhan | 1. Tepat waktu Rahayu |Likert
Wajib 2. Total jumlah pembayaran &
Pajak (Z) |3.Informasi disampaikan tepat Amira,
4. Patuh pada undang-undang yang 2018
berlaku

Sumber : Penelitian terdahulu (2023)
3.6. Tekni Pengelolaan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data uji Model Persamaan
Struktur (Struktural Equation Modeling/ SEM) dengan pendekatan alternatis
Patial Least Square (PLS). Menurut (Putlely et al., 2021) Struktural Equation
Modeling/ SEM adalah suatu teknik statistit yang bisa atau mampu menganalisis
bentuk hubungan antara konstruk laten dengan suatu indikatornya, konstruk laten
yang satu dengan yang lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung.
Menurut (Hamid & Anwar, 2019) SEM (Struktural Equation Modeling )
memiliki suatu keunggulan atau kelebihan ketika melakukan analisis jalur dengan
variabel laten. Adapun pada teknik analisis SEM (Struktural Equation Modeling )
ini.terdapat tiga kegiatan secara bersamaan dan beriringan, seperti pemeriksaan
validitas dan reliabilitas instrument, pengujian model hubungan antara variabel,

model struktur dan analisis regresi.
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Aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis data pada penelitian ini
adalah SmartPLS 4. Menurut (Muhson, 2022) dalam penelitiannya terdapat
beberapa kelebihan dalam smartPLS ini adapun kelebihan dari SmartPLS tersebut
adalah pengujian hubungan antara variabel, jumlah sampel yang dibutuhkan
dalam analisis ini relative kecil, tidak harus memiliki distribusi normal, karena
SmartPLS menggunakan metode penggandaan secara acak oleh karena itu asumsi
normalitas tidak akan menjadi masalah bagi PLS, mampu menguji SEM
(Struktural Equation Modeling ) dengan skala indikator yang berbeda dalam satu
model.

3.6.1. Analisis outer model

Model pengukuran atau outer model sering juga dikatakan sebagai (outer
relation atau model measurement model) yang mengartikan bagaimana setiap
indikator berkaitan dengan variabel latennya. Blok dengan indikator refleksif bisa
ditulis persamaannya seperti berikut:

X = A+ &
y=am+&

X dan y merupakan indokator variabel laten eksogen dan endogen,
sedangkan matrix loading yang mengilustrasikan koefisien regresi sederhana yang
menyambungkan variabel laten dengan indikatornya. Residul yang diukur bisa
diinterpretasikan sebagai kesaahan pengukuran. Adapun tujuan digunakan outer

model ini adalah untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Penjelasan lebih
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lanjut outer model dengan uji convergent validity, discriminant validity, dan
composit reliabilitas.

3.6.1.1. Uji Validitas
a. Convergen Validity

Convergen Validity dilakukan untuk mengukur instrument pada
kuesioner penelitian apakah dapat digunakan untuk mengukur apa yang
hendaknya diukur. Convergen Validity dinilai dari korelasi antara
skor/komponen skor dengan construct skor yang bisa dilihat dari loading
faktor menggambarkan besarnya korelasi antara item pengukuran atau
indikator konstruknya. Convergen Validity dengan program SmartPLS dapat
dilihat dari nilai loading factor untuk tiap indikator konstruk. Rule of Thumb
untuk menilai validitas konvergen adalah nilai loading faktor harus lebih
dari 0.7.
b. Discriminant Validity

Discriminant Validity dinilai dari crossloading pengukuran
konstruk, nilai dari setiap variabel harus lebih besar dari 0.70. Apabila
korelasi konstruk dan item pengukuran besar dari ukuran konstruk, maka itu
menunjukan ukuran blok mereka lebih bagus dari ukuran blok yang lain.
Ada metode lain untuk menilai discriminant validity seperti menggunakan
AVE (Average Variance Extracted). Jika AVE setiap konstruk lebih besar
dari korelasi antar konstruk maka dapat dikatakan mempunyai dilai

Discriminant Validity. Berikut adalah rumus AVE:

51



"i=10;
AVE=Z—

Keterangan :

AVE merupakan rata-rata persentase nilai varian yang diektrasi dari
variabel laten yang diestimasi lewat loading standardlize. @ melambangkan
standardlize loading factor algoritma dalm PLS.
3.6.1.2. Uji Reliabilitas

Selain menguji validitas, dalam PLS-SEM (Struktural Equation
Modeling ) juga dilakukan pengujian reabilitas. Pengujian reabilitas ini
bertujuan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan
instrument dalam mengukur konstruk. Dalam pengukur reliabilitas suatu
konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara
namun yang bagus untuk diguanakan adalah Composite Reliabilitas karena
jika menggunakan Cronbach’s Alpha akanmemberikan nilai yang lebih
rendah (Hamid & Anwar, 2017 hal.41 ). Rule of Thumb nya adalah nilai
Composite Reliabilitas harus lebih besar dari 0.70.

Rumus Composite Reliabilitas (Anugrah, dkk: 2017) :

> 0i?

Ck = Y. 0i% + Y ivar(ei)

Pengujian diatas dilakukan untuk uji out model pada indikator
reflektif. Berikut pengujian yang dilakukan untuk uji indikator formatif

yaitu Nilai weight indikator format dan konstruk harus signifikan.
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3.6.1.3. Uji Multicollinearity

Tujuan uji Multicollinearity adalah untuk menguji apakah didalam

suatu model regresi ditemukan adanya korelasi tinggi atau sempurna antar

variabel indevenden. Pengujian bisa dilihat dari nilai toleransi variance
inflation factors (VIF). Adapun kriteria uji multikolinearitas ini adalah
sebagai berikut:

1. Jika nilai variance inflation factors (VIF) <10 atau nilai
tolerance >0,01, maka tidak terjadi multikolinearitas.

2. Jika nilai variance inflation factors (VIF) >10 atau nilai
tolerance <0,01, maka dapat dipastikan telah terjadi suatu
multikolinearitas.

3. Jika koefisien korelasi setiap variabel bebas >0,8 itu terjadi
multikolinearitas, jika koefisien setiap korelasi variabel bebas
<0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas.

3.6.2. Model Struktural (Inner Model )

Langkah kedua dalam evaluasi model adalah evaluasi model structural
(inner model). Inner model merupakan spesifik hubungan antara variabel laten,
yang disebut dengan inner relation yang menggambarkan hubungan variabel laten
berdasarkan teori substantif penelitian. Model structural ini  mampu
menggambarkan hubungan antara variabel laten sesuai substantive teori. Model
structural dievaluasi menggunakan nilai R-Square atau koefisien determinant guna

untuk konstruk dependen.

53



3.6.2.1. R-Square (Koefisien Determinan)
Pada saat menilai structural diawali dengan melihat nilai R-Square
untuk setiap variabel endogen sebagai kekuatan prediksi dari model
structural. Perubahan nilai R-Square bisa difungsikan untuk menilai
pengaruh variabel laten independen dengan variabel laten dependen apakah
mempunyai pengaruh yang substansi atau tidak.Nilai R-Square adalah 0.75,
0.50, dan 0.25 maka bisa ditarik kesimpulan bahwa model kuat, moderat
dan lemah. Nantinya hasil dari PLS R-Square akan mempresentasikan
julmlah variance dari konstruk yang dijelaskan oleh modelJika semakin
tingginya nilai R-Square maka akan semakin baik pula model prediksi dan
model penelitian yang diajukan.
3.6.3. Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang difungsikan untuk menyelesaikan
suatu permasalahan dalam suatu penelitian yang kebenarannya harus diuji secara
empiris. Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan probabilitas.
Pengujian hipotesis yang digunakan adalah nilai statistik untuk alpha sebesar 5%.
Sedangkan untuk nilai statistik yang digunakan adalah sebesar 1,96. Adapun
kriteria diterima atau ditolaknya suatu hipotesi adalah jika besaran nilai P-Value
<0,05 maka dengan begitu hipotesis akan diterima. Sedangkan untuk besaran nilai
signifikan atau tidaknya digunakan nilai t-statistik > 1,96. Maka dapat
disimpulkan jika nilai t-statistik < 1,96 maka hasil penelitian tersebut tidak

signifikan.
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3.6.4. Analisis SEM dengan efek mediasi
Dalam analisis menggunakan PLS, efek mediasi menggunakan prosedur
dengan tahapan sebagai berikut :
1. Menguji pengaruh variabel eksogen kepada variabel endogen dan
hasilnya harus signifikan pada t-statistik > 1,96
2. Menguji pengaruh variabel eksogen kepada variabel mediasi dan
hasilnya harus signifikan pada t-statistik > 1,96
3. Menguji secara simultan pengaruh variabel eksogen dan mediasi kepada
variabel endogen.
Dapat diambil kesimpulan apabila variabel eksogen terhadap endogen tidak
signifikan sedangkan variabel mediasi terhadap endogen signifikan maka
diartikan bahwa variabel mediasi bisa memediasi pengaruh variabel eksogen

terhadap variabel endogen.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan judul “Pengaruh

sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap

penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai

variabel intervening “ dapat ditarik kesimpulan:

1.

Dilihat dari pengujian hipotesis Result For Inner Weights Sosialisasi
Perpajakan (Variabel X1) dengan penerimaan pajak (Y) memperoleh nilai
Tstatisik 0.632 (>1,96) dan p-values senilai 0.529 (< 0,05) yang mana jika
nilai Tsaisiik lebih kecil dari 1,96 maka tidak signifikan dan jika nilai p-
values lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Dengan begitu
sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
kendaraan bermotor hal ini dikarenakan jadwal pelaksanaan sosialisasi
perpajakan yang tidak tepat, sehingga tidak banyak wajib pajak yang
mengikutinya.

Dilihat dari pengujian hipotesis Result For Inner Weights Kesadaran Wajib
Pajak (Variabel X2) dengan Penerimaan pajak (Y) memperoleh nilai T sgaistik
3.398 (>1,96) dan p-values senilai 0.001 (< 0,05) yang mana jika nilai
Tstatistik 1€bih besar dari 1,96 maka signifikan dan jika nilai p-values lebih

kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Dengan begitu kesadaran wajib
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pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Kesadaran wajib pajak sangat penting dalam perpajakan, jika kesadaran
wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak akan menjadi optimal.
Dilihat dari pengujian hipotesis Result For Inner Weights Sanksi pajak
(Variabel X3) dengan Penerimaan pajak (Y) memperoleh nilai Tstagistik 1.537
(>1,96) dan P Values senilai 0.128 (< 0,05) yang mana jika nilai Tstgistik
lebih kecil dari 1,96 maka tidak signifikan dan jika nilai p-values lebih besar
dari 0,05 maka hipotesis ditolak dengan begitu sanksi pajak tidak
berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh wajib
pajak menganggap sepele dan hanya senagai gertakan saja, untuk itu
pemerintah diharapkan untuk menjalankan sanksi pajak yang telah
diterapkan agar wajib pajak tidak menganggap sepeleh lagi.

Dilihat dari pengujian hipotesis Result For Inner Weights Sosialisasi
perpajakan (Variabel X1) dengan Kepatuhan wajib pajak (Z) memperoleh
nilai Tspsiik 2.811 (>1,96) dan P Values senilai 0.006 (< 0,05) yang mana
jika nilai Tsgstik lebih besar dari 1,96 maka signifikan dan jika nilai p-value
lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Dengan adanya sosialisasi
perpajakan wajib pajak akan mengetahui betapa pentingnya membayar paja
demi perkembangan Negara, dengan begitu wajib pajak akan menjadi patuh
untuk membayar pajak sehingga penerimaan pajak akan menjadi optimal.
Dilihat dari pengujian hipotesis Result For Inner Weights Kesadaran wajib

pajak (Variabel X2) dengan Kepatuhan wajib pajak (Z) memperoleh nilai
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Tstatistik 5-022 (>1,96) dan P Values senilai 0.000 (< 0,05) yang mana jika
nilai Tsuistik lebih besar dari 1,96 maka signifikan dan jika nilai p-value
lebih kecil dari 0,05 hipotesis diterima. Kesadaran wajib pajak sangat
penting dalam perpajakan, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka
hendaknya meningkatkan kesadaran wajib pajak terlebih dahulu sehingga
nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut.

Dilihat dari pengujian hipotesis Result For Inner Weights Sanksi pajak
(Variabel X3) dengan Kepatuhan wajib pajak (Z) memperoleh nilai T sgisti
1.950 (>1,96) dan P Values senilai 0.054 (< 0,05) yang mana jika nilai
Tsutistik lebih kecil dari 1,96 maka tidak signifikan dan jika nilai p-value
lebih besar dari 0,05 maka hipotesis di tolak. Hal ini disebabkan oleh
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu penghapusan denda
administrasi yang mengakibatkan wajib pajak beranggapan bahwa jika
mereka tidak membayar pajak maka dikemudian hari akan dibebaskan juga
sanksi pajak dengan adanya pemutihan pajak.

Dilihat dari pengujian hipotesis Result For Inner Weights Kepatuhan wajib
pajak (Variabel Z) dengan Penerimaan pajak (Y) memperoleh nilai  Tsaisti
1.795 (>1,96) dan P Values senilai 0.076 (< 0,05) yang mana jika nilai
Tstatistik lebih kecil dari 1,96 maka tidak signifikan dan jika nilai p-value
lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini disebabkan oleh tidak
dilaksanakannya peraturan perpajakan dengan tertib sehingga wajib pajak

yakin jika mereka tidak membayar pajak mereka tidak akan dirugikan juga.
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10.

Dilihat dari pengujian hipotesis Result For Sobel Test Kepatuhan wajib
pajak tidak mampu memediasi sosialisasi perpajak terhadap penerimaan
pajak dengan nilai perhitungan Tsguisik 1.379 (>1,96) dan nilai P Values
0.171 <(0.05), yang mana jika nilai Tstusik lebih kecil dari 1,96 maka tidak
signifikan dan jika nilai p value lebih besar dari 0,05 maka hipotesis
ditorlak. Hal ini disebabkan tidak semua wajib pajak yang mengikuti
sosialisasi perpajakan sehingga tidak banyak wajib pajak yang mengetahui
informasi perpajakan sehingga membuat wajib pajak tidak patuh terhadap
perpajakan sehingga penerimaan pajak menjadi tidak optimal.

Dilihat dari pengujian hipotesis Result For Sobel Test Kepatuhan wajib
pajak tidak mampu memediasi kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan
pajak kendaraan bermotor dengan nilai perhitungan Tsgyisik 1.554 (>1,96)
dan nilai P Values 0.123 <(0.05) yang mana jika nilai Tstistix Iebih kecil dari
1,96 tidak signifikan dan jika nilai p value lebih besar dari 0,05 maka
hipotesis ditolak. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak akan
pembayaran pajak merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan
Negara, sehingga penerimaan pajak menjadi tidak optimal.

Dilihat dari pengujian hipotesis Result For Sobel Test Kepatuhan wajib
pajak tidak mampu memediasi sanksi pajak terhadap penerimaan pajak
kendaraan bermotor dengan nilai perhitungan Tssik 1.152 (>1,96) yang
dan P Values 0.252 < (0.05) yang mana jika nilai Tsgisix lebih kesil dari

1,96 maka tidak signifikan dan jika nilai p value lebih besar dari 0,05 maka
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hipotesis di tolak. Hal ini disebabkan wajib pajak beranggapan jika mereka
tidak membayar pajak maka mereka tetap akan bisa menggunakan
kendaraan mereka tanpa takut adanya sanksi karena sanksi ada
penghapusannya dari pemerinta, dengan demikian kepatuhan wajib pajak
tidak meningkat sehingga penerimaan pajak menjadi tidak optimal.
5.2. Keterbatasan Penelitian
Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak sempurna dan memiliki
keterbatasan yang mungkin bisa mempengaruhi hasil yang diinginkan. Oleh
karena itu, keterbatasan ini diharapkan dapat diperhatikan untuk penelitian di
masa yang akan datang. Berikut adalah beberapa keterbatasan pada penelitian ini :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk untuk memperluas cakupan
responden penelitian. Sebab, dalam penelitian ini jumlah responden
hanya sebanyak 82 responden dan hanya mencakup sebagian kecil dari
populasi yang ada.

2. Responden mungkin sulit memahami pernyataan atau pertanyaan dalam
kuesioner sehingga para responden mengisi jawaban dengan seadanya
saja dan hasil jawaban menjadi bias. Peneliti selanjutnya disarankan
untuk menggunakan effect size 0,10 (small).

5.3. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas pada penelitian ini, terdapat beberapa

saran yang dapat peneliti utarakan atau sampaikan yaitu:
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Saran untuk UPT.SAMSAT Bangkinang agar lebih memperhatikan
kesadaran wajib pajak, untuk terciptanya pola pikir positif para wajib
pajak terhadap perpajakan dengan meningkatkan pemahaman wajib
pajak tentang pemanfaatan pajak ini nantinya akan dialokasikan untuk
fasilitas rakyat kedepannya juga. Lebih profesional dalam memilih
waktu untuk melakukan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak
agar wajib pajak dapat mengikuti sosialisasi perpajakan tersebut tanpa
adanya halangan. Selanjutnya lebih tegas dalam menerapkan sanksi
perpajakan terhadap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.
Saran bagi peneliti selanjutnya, melihat hasil pengujian R Square pada
penelitian ini yang menunjukkan nilai rendah dengan artian masih
terdapat variabel lain yang memiliki pengaruh. Peneliti selanjutnya
dapat mengganti variabel pada penelitian ini dengan variabel bebas
lainnya seperti, Tarif pajak, Tingkat perekonomian wajib pajak dan
masih banyak yang lainnya.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambah jumlah sampel
sehingga benar-benar dapat mewakili populasi dalam penelitian ini

agar hasil penelitian lebih akurat.
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KUISIONER PENELITIAN
PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya Sulfi Rahyu Salsabila Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan llmu Sosial,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sedang melakukan
penelitian tentang “pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak
dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan
kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening”. Dalam rangka
pengumpulan data untuk penelitian dan syarat menyelesaikan studi pada
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, saya mohon partisipasidan
kesediaan saudaradalam menjawab kuesioner ini. Saya ucapkan terimakasih

kepada saudara yang telah bersedia meluangkan waktunya.

.- PETUNJUK PENGISIAN
1. Isilah terlebih dahulu identitas anda
2. Bacalah dengan baik pertanyaan dan pilih salsah satu jawaban yang
menurut anda palingbenar dengan memberi tanda (\) pada pilihan anda.
3. pilihlah jawaban dengan kriteria dibawah ini :
a. Sangat Setuju (SS)
b. Setuju (S)
c. Kurang Setuju (KS)
d. Tidak Setuju (TS)
e. Sangat Tidak Setuju (STS)
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Identitas Responden

Nama
Jenis Kelamin

Pekerjaan

Jenis : Roda 2 I:I Roda 3 D Roda 4

Kendaraan
Alamat
I, PERNYATAAN
Sosialisasi Perpajakan
_ Jawaban
No Uralan
SS KS | TS | STS

1. | Kantor pelayanan pajak memberikan
informasi peraturan pajak baru

2. | Saya bertanya kepada petugas pajak
ketika mendapat kesulitan perpajakan

3. | Petugas pajak memberikan penjelasan
dan pemahaman tentang pajak

4. | Informasi tentang pajak dapat diketahui
melalui media cetak seperti spanduk dan
iklan

5. | Informasi tentang pajak dapat diketahui
melalui meda elektronik seperti website
dan instagram

6. | Informasi tentang pajak sangat sulit
diketahui melalui media elektronik

7. | Penyuluhan pajak merupakan sarana
penyampaian informasi perpajakan
kepada wajib pajak

8. | Penyuluhan pajak dapat memberi
motivasi bagi wajib pajak agar patuh
untuk membayar pajak

9. | Sosialisasi pajak dapat memberikan
penjelasan pajak kepada wajib pajak

10. | Sosialisasi pajak dapat memberikan
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pengertian pentingnya pajak kepada
wajib pajak

11.

Sosialisasi pajak membuat wajib pajak
melaksanakan tindakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perpajakan

(Wardani & Wati, 2018)

Kesadaran Wajib Pajak

Jawaban
No Uraian
SS KS | TS | STS

1. | Saya sadar bahwa fungsi pajak sebagai

sumber pembiayaan untuk pelaksanaan

fungsi dan tugas pemerintah
2. | Saya sadar bahwa fungsi pajak sebagai

pengatur dalam bidang ekonomi

pemerintah
3. | Saya sadar dengan membayar pajak,

saya ikut serta dalam pembangunan

Negara
4. | Membayar pajak merupakan kewajiban

warga Negara Indonesia
5. | Dengan membayar pajak dapat

menunjukkan bahwa masyarakat

mengabdi pada Negara

(Rahayu, 2023)
Sanksi Pajak
Jawaban
No Uraian
$S KS | TS | STS

1. | Keterlambatan membayar pajak harus

dikenai sanksi
2. | Tingkat penerapan sanksi di mulai dari

adanya teguran buat wajib pajak
3. | Sanksi digunakan untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak
4. | Sanksi yang diberikan untuk

mengingatkan  wajib  pajak  patuh
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terhadap peraturan yang berlaku

5. | Penghapusan  sanksi  meningkatkan
kepatuhan wajib pajak

6. | Penghapusan sanksi tidak membuat
wajib pajak jadi tidak patuh terhadap
kewajibannya

(Hantono & Sianturi, 2021)
Penerimaan pajak kendaraan bermotor

Jawaban
No Uraian
SS KS | TS | STS

1. | Saya membayar pajak, penerimaan

pajak akan semakin baik
2. | Penerimaan pajak merupakan sumber

penerimaan atau pendapatan Negara
3. | Penerimaan pajak sangat penting untuk

kemandirian dan pembangunan Negara
4. | Saya setuju bahwa dengan adanya

penyuluhan  untuk  meningkatkan

kesadaran ~ wajib  pajak  dalam

membayar pajak dapat meningkatkan

penerimaan pajak
5. | Saya setuju bahwa dengan pemberian

kualitas pelayanan yang baik bisa

meningkatkan penerimaan pajak
6. | Saya setuju bahwa kondisi dan sikap

wajib pajak dalam membayar pajak

berperan penting dalam meningkatkan

penerimaan pajak

(Rahayu, 2023)
Kepatuhan Wajib Pajak
) Jawaban
No Uraian
SS KS | TS | STS

1. | Wajib pajak berkewajiban  untuk
membayar pajak sesuai dengan waktu
yang ditentukan oleh UPT. SAMSAT
Medan Utara

2. | Dimungkinkan wajib pajak tidak pernah
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memiliki tunggakan pembayaran pajak
kendaraan bermotor

Besarnya jumlah pajak yang dibayar
sesuai dengan jumlah yang telah
ditetapkan SKPD

Wajib  pajak  berkewajiban  untuk
memberikan data yang lengkap dan
benar saat melaporkan pajak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku

Wajib pajak yang baik tidak pernah
melanggar peraturan perpajakan yang
berlaku

Pembayaran pajak yang mudah akan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak
untuk membayar pajak tepat waktu

7.

Seluruh wajib pajak harus taat peraturan
pajak kendaraan bermotor yang berlaku

(Rahayu & Amira, 2018)
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a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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mic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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q\.ll Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

_ 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ff .na.n..f a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
/\h_ U._um:@czcm::quimem_xm:xmumi_:mm:zm:mémbmﬂc_zmcmxmm_mc.

unsusaray 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
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State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Lampiran 1V
Tabulsai Data Sanksi Pajak
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q\.ll Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

_ 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ff .na.n..f a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
/\h_ U._um:@czcm::quimem_xm:xmumi_:mm:zm:mémbmﬂc_zmcmxmm_mc.

unsusaray 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
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State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



111

Lampiran V

Tabulasi Data Penerimaan Pajak
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q\.ll Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

_ 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

iﬂf ..“f a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
/\h_ _u._um:@czcm:zquimem_xm:xmum:::mm:zmzmém_.mﬂc_zmcmxmm_mc.

unsusaray 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

uska Riau
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State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Lampiran VI
Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak
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q\.ll Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

_ 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ff .na.n..f a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
/\h_ U._um:@czcm::quimem_xm:xmumi_:mm:zm:mémbmﬂc_zmcmxmm_mc.

unsusaray 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
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State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



